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INTISARI

Kegiatari pensertipikatan tanah melalui penegasan kenversi periu
ditingkatkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum  kepada
masyarakat. Pendafatran tanah melalui penegasan konversi mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ientang Pendaftaan
Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 teniang Peraiuran Pelaksanaan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam pelaksanaan pensertipikatan
tanah melalui penegasan konversi memeriukan adanya suatu tata cara
pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan instruksi Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998
tentang peningkatan Efesiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di
Bidang Pertanahan . Permasalahan yang diambil mengenai pelaksanaan
pensertipikatan tanah secara sporadik melalui penegasan konversi belum
semuanya sesuai dengan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang peningkatan Efesiensi
dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan khususnya
mengenai prosedur, biaya dan waktu penyelesaian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk
mendapatkan fakta dan intepretasi yang tepat didalam pelaksanaan
pensertipikatan tanah melalui penegasan konversi khususnya mengenai
prosedur, waktu dan biaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Dari
data yang dihasilkan, didapati bahwa pelaksanaan pensertipikatan tanah
melalui penegasan konversi belum berjalan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan yang diambil adalah pelayanan pensertipikatan tanah
secara sporadik melalui penegasan konversi belum berjalan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  terkait
prosedur,waktu dan biaya.

Untuk itu diperlukan sosialisasi mengenai prosedur, biaya dan waktu
penegasan konversi kepada masyarakat.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peningkatan jun’ﬁah penduduk yang diikkuti meningkatnya
kebutuhan akaﬁ énah, baik untuk ruang nidup maupun untuk
kelangsungan pembangunan, .namun ketersedidan tanah untuk
memenuhi berbagai keperluan tersebut sangat terb;tas. namun jumiah
tanah relatif tetap atau tidak bertambah. Kondisi ini sangat
berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dalam kehidupan
bermasyarakat, karena sering tidak terhindari munculnya berbagai
permasalahan berkaitan dengan upaya dan keinginan untuk rﬁemenuhi
kebutuhan tanah baik perseorangan, badan hukum ataupun
pemerintah dalam melaksanakan pembangunan r.asional.

Seiring dengan itu, sebagai upaya untuk memberikan jaminan
kepastian hukum terhadap setiap bidang tanah yang dimiliki oleh
masyarakat, serta menciptakan keteraturan dan kctertiban dalara
pemantaaian ianah, berbagai progra'm telah ditetapkan oleh
pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional, antara fain melaiui
kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan di seluruh wilayah
indonesia baik secara sistematik maupun secara sporadik.

Secara nyata dalam penyelenggaraan pendaftaran tansh

selama ini diberbagai daerah muncul respon negatif dari masyarakat,




akibat pada kurangnya transparansi mengenai prosedur, waktu dan
biaya. Oleh karena itu untuk merespon balik terhadap berbagai reaksi
masyarakat dalam hai pelayanan, Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanéhan Nasional telah menerbitkan Instruksi Menteri
Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional {iomor 3 Tahun
1998 tentang | P;ningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan
Masvyarakat di Bidang Pertanahan yang kemudian disempumakan iagi
dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan }Qasional Nomor 1
Tahun 2005 tentang Standar Pengaturan Operasi dan Pelayanan
Pertanahan. Penerbitan atau penetapan kedua peraturan tersebut
sebagai langkah responsif dan upaya peningkatan kinerja pelayanan
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dewasa ini, sehingga ada
kejelasan mengenai standar prosedur, waktu dan biaya dalam
pelayanan pemerintah dibidang pertanéhan.

Salah satu bentuk pelayanan pertanahan adalah kegiatan
xonversi dari hak-hak lama ke hak-hak baru menurut Undang-Undang
Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya, yang dilakukan melalui
penegasan konversi dan pengakuan hak. Pé!ayanan penegasan
konversi dilakukan untuk bidang-bidang tansh yang berasal dari hak-
hak fama atau yang sering diterapkan bagi tanéh data yang telah
memiliki alat bukti tertulis lengkap, sedangkan pengakuan hak
di!ak_ukan apabila bidang-bidang tanah yang hendak didaftar tidak

memiliki kelengkapan alat bukti secara tertulis dan hanya dibuktikan




dengan pernyataan fisik selama 20 (dua puluh) tahun terus menerus
atau lebih. .

Kantor pertanahan Kabupaten Sleman: | s;ebagai pelaksana
dalam lingkup Badan Pertanahan Nasional Provinsi-Daerah Istimewa
Yogyakarta, juga melakukan kegiatar pelayanan koni}ersi melalui
penegasan maupun pengakuan hak, yang pada kenyataannya sering
mendapat protes atau keiuhan dari masyérakqf akan lambannya
pelayanan dan kurangnya transparan dalam hal prosedur, biaya dan
waktu pelayanan.

Berdasarkan latar belakang di ates, maka penyusun tertark
untuk mengadakan penelitian mengenai pelayanan pertanahan kepada
masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, oleh karena itu
penyusun mengambil judul :

“EVALUASi PELAKSANAAN PE“SERT&P!KATAN TANAH
MELAL LI KONVERS! D! KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

SLEMAN"

. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dinimiiskan maéalah sebagai
berikut :
Apakah pelayanan pensertipikatan tanah secara sporadik melalui cara

penegasan konversi sudah dilaksanakan sesuai dengan Instruksi




Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1998 ?

. Pembatasan Masalah

; Mengingat luasnya cakupan masaiah pada peneiitien ini, maka
lingkup .penelitian ini dibatasi pada pensertipikatan tanah secara
sporadik melalui penegasan konversi di Kantor Pertaﬁahan Kabupaten

Sleman dari tahun 2003 sampai dengan 2004.

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Mengetahui kesesuaian pelayanan pensertipikatan tanah secara

sporadik melalui penegasan konversi di Kantor Pertanahan

Kabupaten Sleman dengan Instruksi Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada -Ka.n‘cr
Pertanahan Kabupaten Sleman mengenai pensertipikatan
tanah secara sporadik melalui cara penegasan konversi.

b. untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang
pertanahan khususnya pendaftaran tanah secara sporadik

melalui penegasan konversi.




BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

59

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil

kesimgulan sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan pensertipikatan tanzh melalui penegasan

konversi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman belum
dilaksanakan sesuai Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1998 tentang Peningkatan

Efesiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan.

_ Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 tahun 1998 tentang Peningkatan Efesiensi dan Kualitas
Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan tidak secara tegas
mengatur mengenai biaya pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui
penegasan konversi, namun pelaksanaannya di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman mengacu pada Surat Keputusan Kepala kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewah
Yogyakarta Nomor : 610/162.A/KPTS/BPN/2003 tentang Penetapan
Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara
Sporadik dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2002 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak
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3. instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 tahun 1998 tentang Peningkatan Efesiensi dan Kualitas
Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan tidak_ secara tegas
mengatur mengenai biaya pelaksanaan pensertipikatan tanah melaiui
penegasan konversi, namun pelaksanaannya di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman dilaksanakan kurang lebih 150 (seratus lima

puluh) hari.

Saran

Setelah dilakukan penelitian tentang pelaksanaan

pensertipikatan tanah melalui penegasan konversi di Kabupaten Sleman

ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan

pertimbangan antara lain:

1.

Untuk meningkatkan proses penerbitan sertipikat melalui penegasan
konversi diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
mengintensifkan  prosedur pelayanan pertanahan kepada
masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang
prosedur pelayanan pertanahan yang benar

Untuk mempercepat pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui
penegasan konversi dapat dilakukan secara massal swadaya
seh‘ingga biayanya lebih murah dan efesiensi waktu.

Memperbanyak dan menempatkan brosur-brosur  mengenai

pelayanan pertanahan ditempat yang mudah dijangkau oleh
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masyarakat sehingga masyarakat sadar akan pentingnya

pensertipikatan tanah.




DAFTAR PUSTAKA

Aji dan Sirait, (1 990), Konsep Evalausi, Jakarta : LP3ES.

Arikunto,Suharsimi, {1998), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek, Jakarta, Rineka Cipta.

Harsono, Boedi, (1999), Hukum Tanah Nasional, Jakarta : Djambatan.

Nawawi, Hadari, (199), Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta :
Gadjah Mada University Press.

parlindungan, A.P, (1990), Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung :

Mandar Maju.

(1990), Konversi Hak-Hak Atas Tanah, Bandung :

Mandar Maju.

Perangin, Effendi, (1991), Praktek Pengurusan Hak Atas Tanah, Jakarta :

Rajawali Press.

(1992), Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, Jakarta

- Rajawali Press.

Saifuddin, Azwar, (2004), Metode Penelitian, Yogyakarta Pustaka
Pelajar.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (2003), Pedoman Penulisan Skripsi,
Yogyakarta.

Sudijito, (1987). Tata _Pendaftaran Tanah, Jakarta : PT. Mahkota.

Supardi Marbun, (1999), Masalah Tanah Adat di Kotamadya Medan dan

perkembangannya Dewasa Ini, Medan : USU.




Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-

L

pokok Agrana.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/fKepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997, tentang Kefentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

instruksi Menteri Negara Agraria/Kepaia Badan Pertanahanl Nasional
Nomor 3 Tahun 1998, tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas

Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005,
tentang Standar Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertaniahan

Surat Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor : 610/1 62.A/KPTS/BPN/2003
tentang Penerapan Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaaan

Bidarig Tanah Secara Sporadik.




